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RINGKASAN

Di era otonomi daerah ini pemerintah daerah berpayuk menarik para
investor berinvestasi di suatu daerah dengan cayederhanakan prosedur investasi
yang ada dan dengan menghilangkan pungutan lidagliahnya. Dengan demikian
pemerintah pusat perlu memberi ruang gerak yarnguatuk masing-masing daerah
mengelola otonomi daerahnya, dalam arti keberad#anomi daerah diarahkan
sesuai koridornya, bukan memunculkan birokrat-baibkokal yang haus dengan
pungutan liar. Otonomi daerah sampai saat in! magnghadapi banyak persoalan
jika dikaitkan dengan konteks kebijkan investasi ganciptaan iklim investasi yang
menarik. Oleh sebab itu masing masing daerah tnd&ak mau harus segera
membangun terciptanya kepercayaan pasaarket confidene ) dan mencitakan
iklim yang kondunsif untuk mendorong arus inasst yang lebih stabil dan
berjangka panjang. Oleh karena itu diperlukan yaamode! perizinan investasi yang
tepat, yang diharapkan dapat mendorong investasgembangkan usaha swasta di
daerah. Faktor sistem perizinan merupakan ujungbampromosi investasi
nasional.Apabila sistem perizinan di suatu daerdhktmemberi kemudahan bagi
para investor yang akan berinvestasi di daeraharpaikmosi investasi nasional juga
akan terhambat dan tidak dapat menarik investarkuipérinvestasi di daerah. Untuk
itulah dibutuhkan adanya perlindungan hukum bagia plvestor guna untuk
meningkatkan iklim investasi di era otonomi daeémerintah perlu bersikap hati-
hati dalam mengeluarkan kebijakan model pelayarapadu, baik itu sistem
pelayanan satu atgpne roof services) maupun sistem pelayanan satu pifutee-stop
services), Hal tersebut melatar belakangi lahirnya KeputuBeesiden RI Nomor 29
Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Madsy Dan Penanaman
Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan SatapAupaya untuk mendorong
investasi di era otonomi daerah merupakan suatwarigshn yang tidak dapat
dihindari. Hanya dengan mendorong investasi dialtganaka pertumbuhan ekonomi
di daerah itu dapat terus dipacu yang selanjutniparapkan akan menciptakan
lapangan kerja, mengurangi pengangguran, mengamaskemiskinan, dan
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kareneestasi hanya akan
meningkat apabila tercipta iklim investasi yang dwosif dan sehat. Dari latar
belakang tersebutlah maka penulis tertarik untukiymsun tesis dengan judul



Perlindungan Hukum Bagi Investor Sebagai Upaya Pengkatan Iklim Investasi
Di Era Otonomi Daerah”

Melihat dari latar belakang diatas, terdapat adahya permasalahan yang
diajukan, yaitu :

1. Apakah penerapan Keppres No.29 Tahun 2004ngrR@nyelenggaraan
Penanaman Modal (PMDN/PMA) melalui system pelayasatu atap
sudah memberikan perlindungan hukum bagi investor?

2. Apakah bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadagestor yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah telah meningkaitidan investasi dan
memberikan kepastian hukum bagi investor?

Dalam penulisan tesis ini digunakan metogaridis normatif, artinya
penekanan pada ilmu hukum normatif, sedangkan daentarian bahan hukum
tetap berpegang pada segi-segi yuridis yang terdppda undang-undang yang
mengatur tentang investasi/penanaman modal. Subdien hukum yang dipakai
adalah sumber bahan hukum primer, bahan hukum dekudan bahan hukum
tersier.

Dari analisis yang dilakukan, disimpulkan bahwa:

1. Pada era sebelum reformasi,Di datatentuan UU No.6 Tahun 1968 Jo

UU No.12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalagei tidak
terdapat adanya ketentuan tegas yang mengatur manpek-hak dan
kewajiban bagi para investor, sehingga perlindungakum bagi investor
yang akan berinvestasi di daerah pun tidak terjatamgan pasti.

Pada era setelah reformasi, terdagansistensi antara penerapan Undang-
undang Pemerintahan Daerah No0.22 Tahun 1999 yamgidian diganti
dengan Undang-undang No.32 Tahun 2004 dengan pamerdndang-
undang Penanaman Mcdal No.25 Tahun 2007. Dimartagat adanya
pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah, daeralenang mengurus
dan mengatur rumah tangganya sendiri, hal ini &ejalengan penerapan
penanaman modal (investasi) yang telah diperbaldirdalam ketentuan
UU No.25 Tahun 2007. Terbitnya Keppres No0.29 Talk®@4 tentang
Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Pesankiodal
Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri MelaluiegsPelayanan Satu

Atap semakin mendukung peningkatan iklim invesiasiaerah.



2 . Pada era sebelum reformasi, bepénkndungan hukum terhadap investor
yang dilakukan oleh Pemda diatur di dalam UU Naaéun 1968 tentang
Penanaman Modal Dalam Negeri yakni berupa pembtasilitas-fasilitas
untuk menjamin kelancaran peralihan kekuasaan daéskonomian dari
orang kepada pihak nasional. Pada saat itu terdgstem nasionalisasi.
Pada era sebelum reformasi belum diatur dengais tggm yang menjadi
hak dan kewajiban bagi para investor yang akambestasi, juga belum
terdapat adanya sistem pelayanan satu atap, sehpi@ges perijinan
masih berbelit-belit dan dirasa menyulitkan bagiapavestor yang akan
berinvestasi di daerah. Setelah era reformasi, Retale lebih memberi
perhatian bagi upaya peningkatan iklim investasgituy dengan
memperbaiki bentuk-bentuk perlindungan hukum bagiestor yang
berupa dikeluarkannya Keppres No0.29 Tahun 2004 anegnt
Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Pesranglodal
Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri MelaluieBisPelayanan
Satu Atap, juga dengan pemberlakuan sanksi yaras feggi pelanggaran
ketentuan administrasi. Dalam UU No.25 Tahun 2@difang Penanaman
Modal juga telah tertera dengan jelas perihal hedwajiban, sera
tanggung jawab bagi investor. Sehingga, denganyadbentuk-bentuk
perlindungan terhadap investor yang dilakukan glemerintah daerah
tersebut akan dapat meningkatkan iklim investasi mhemberi kepastian

hukum bagi investor yang akan berinvestasi di daera

Oleh karena itu disarankan :

1. Adanya satu kesatuan penafsiran dalam pelaksameraturan di daerah,
hingga menciptakan peraturan daerah yang menduklmmgnvestasi;

2. Hendaknya ada perubahan terhadap perubahamsisirokrasi,yaitu
dengan memberantas adanya oknum penegak hukumnyangari-cari
kesalahan berupa celah-celah kelemahan payung huHujuannya
adalah untuk menjebak dan memeras investor daangishstansi yang

terkai



ABSTRACT

Model factor of permission system one roof serviegillar of national
investment promotion, that is why law protectioméeded for the investor to increase
investment climate in region autonomy era. Govemmeeeds to be careful in
publishing integrated service model policy, eitlmere roof services or one stop
service. This has become the background the entefirKeputusan President RI
Nomor 29 Tahun 2004 about Operation of Foreign dhwment and Domestic
Investment Through One-Stop Service System. Effoppush investment in region
autonomy era is a must that can be avoid anymangy K&y pushing investment in a
region, so the economic growth in that region Wélcontinue to be driven and finally
it is expected to be able to create working fiettbcreasing the number of
unemployment and able to eliminate poverty. Becaugestment can only increase if
there is conducive and healthy investment climate.

The application of Keppres No.29 Tahun 2004 abowedtment Organization
(PMDN/PMA) through one roof services can be stirtarlaof investment climate
increasing in the region if there is conducive &edlthy and also the increasing of
competitiveness of Indonesia as investment deg&imatiLaw Protection to the
investor conducted by Region Government can be dmndixing bureaucracy.
Bureaucracy must have repaired itself and startedtize that the main problem of
investment jam and slow growth movement of indydting biggest contribution of

them is because of inefficient bureaucracy.
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